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OPERASI KEJAHATAN TERORGANISIR DI TIMOR-LESTE
Pengantar

Kejahatan terorganisir merupakan aktivitas ilegal yang melibatkan perorangan atau organisasi
memiliki modal serta terlibat kedalam bisnis ilegal yang meliputi perdagangan manusia, aktivitas
kejahatan yang luas, perdagangan elektronik ilegal, prostitusi, pencucian uang, kejahatan
narkoba, terorist, dan kelompok ilegal profesional yang terorganisir, pencurian kendaraan,
perampokan, memaksa orang dengan bisni yang membayar untuk memberikan perlindunagan
keamanan dan lain-lain.

Publikasi surat kabar Tempo Semanal edisi 13 Agustus 2010 yang menurunkan sebuah berita
tentang, penangkapan dua orang warga Negara Indonesia oleh Polisi Nasional Timor-Leste
(PNTL) yang diduga terlibat dalam kejahatan narkoba. Pada bulan yang sama PNTL melakukan
razia di beberapa tempat hiburan, dalam razia tersebut puluhan wanita warga Negara asing
tertangkap karena diduga melakukan prostitusi. Sedangkan pada bulan Oktober 2010 kemarin
Costumer Service di Bandara Internasional Nicolao Lobato, menangkap seorang warga negara
Indonesia yang kedapatan membawa masuk uang kesh sebesar 54.800 dolar AS keTimor-
Leste. Beberapa kasus tersebut menunjukan bahwa kejahatan terorganisir mulai marak terjadi
di wilayah Timor-Leste.

Kejahatan terorganisir biasanya terjadi pada tempat yang memberikan keuntungan secara
material maupun ekonomis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Timor-Leste
dari tahun 2010 mencapai 837.981.000 dolar Amerika, ditambah lagi dengan anggaran paket
untuk proyek pembangunan seperti Paket Referendum maupun Paket Pembangunan
Desentralisasi. APBN yang begitu besar akan menarik kejahatan terorganisir serta dapat
menyebabkan Timor-Leste sebagai tempat tumbuh suburnya kejahatan terorganisir. Dari
besaran anggaran negara yang disahkan bisa meningkatkan kejahatan terorganisir di Timor-
Leste.

Di sisi lain, masih lemahnya sistem pengawasan dari pihak keamanan, serta dengan
diperlakukannya sistem Border Pass di perbatasan antara kedua negara Indonesia dan Timor-
Leste, dapat memberikan peluang bagi kejahatan terorganisir untuk melakukan aktifitasnya di
Timor-Leste.

Menurut Fundasaun Mahein (FM) bahwa, Kejahatan terorganisir yang muncul di Timor-Leste
seperti, prostitusi, kejahatan narkoba, pencurian kendaraan dan pencucian uang. Beberapa
kejahatan ini sudah terjadi dan meningkat terus, sejak disahkanya APBN pada tahun 2008
hingga sekarang.

Pada tanggal 08 Oktober 2008 Dewan Menteri RDTL telah menyesahkan UU yang mengatur
tentang Regulasi Kompetisi Sosial, aturan hukum Investasi Pribadi, dan harga bahan bakar.
Diantara aturan hukum tersebut meliputi larangan mentransfer uang ilegal, penjualan narkoba
dan lain-lain.



FM percaya bahwa kejahatan terorganisir yang telah melakukan kegiatannya di Timor-Leste
dapat mengancam pemerintah maupun keamanan masyarakat. Kejahatan terorganisir yang
muncul juga dapat menghambat proses pembangunan nasional. Menurut pemgamatan FM
tentang aturan hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah Timor-Leste belum mencukupi
dalam menghadapi kejahatan terorganisir yang sekarang marak terjadi di Timor-Leste."

Keadaan semacam ini tidak saja akan menimbulkan dampak positif bagi negara, akan tetapi
bukan mustahil akan mengakibatkan dampak negatif berupa terjadinya berbagai bentuk
pelanggaran atau kejahatan baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga
negara Timor-Leste sendiri, sepertiz: Prostitusi, kejahatan Narkoba, Pencurian, dan Pencucian
Uang (money laundry).

Kejahatan-kejahatan yang disebutkan diatas pelan-pelan mulai banyak menyita kerisauan kita.
Pemberitaan tidak hanya di medai massa tetapi juga oleh media elektronik bangsa kita.
Barangkali orang masih akan memperdebatkan tentang apakah kejahatan di Timor-Leste
benar-benar semakin meluas, apakah merupakan hasil pemberitaan media massa yang makin
intensif? Perdebatan seperti itu bolehlah kita kesampingkan, karena yang lebih penting bagi kita
adalah bagimanan mengantisipasi keadaan yang paling buruk yang akan ditimbulkan pada
masa yang akan datang oleh kejahatan terorganisir.

Kejahatan Terorganisir (organizazied crime) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan
tersebut dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai rancangan terlebih
dahulu berbeda dari kejahatan spontan. Dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana
kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya.*

Sedangkan berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(UNCATOC), atau konvensi PBB tentang kejahatan transnasional terorganisir, kelompok
penjahat terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih,
terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk
melakukan suatu kejahatan serius atau pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan.®

Kejahatan Terorganisir yang Terjadi
a. Prostitusi

Sindikat kejahatan terorganisir yang marak terjadi belakangan ini sangat meresahkan
masyarakat Timor-Leste. Fundasaun Mahein mengamati kejahatan terorganisir yang selama ini
terjadi kebanyakan pelakunya adalah Warga Negara Asing (WNA). Hal ini dapat dilihat ketika
razia dilakukan oleh pihak Kesatuan Task Force unit Narkotika dari Polisi Naisional Timor-Leste
bekerja sama dengan UNPOL berhasil merazia sepuluh wanita dan tujuh laki-laki di Monalisa
Bar dan Moon Bar di Bairro dos Grilos pada 3 Januari 2008.

Dan pada minggu sebelumnya juga PNTL Kesatuan Task Force merazia tujuh puluh tiga (73)
orang perempuan dan laki-laki hidung belang di lima Bar yang terrazia. Di antara tujuh puluh
tiga orang yang berhasil dirazia tersebut terdapat dua puluh (20) orang warga negara Timor-
Leste dan sebagian besar warga negara asing.
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Berhubung dengan itu Komandan Polisi Distrik Dili, Pedro Belo menyatakan bahwa, dalam
bulan Februari 2008 telah mendapatkan bukti dari hasil razia dan sudah disampaikan kepada
Polisi Imigrasi. Sedangkan eks Kepala Polisi Imigrasi, Carlos Jeronimo menyatakan, ada
beberapa warga negara asing seperti Indonesia, Cina dan Filipina masuk ke wilayah Timor-
Leste menggunakan visa turis namun nyatanya mereka menyalahgunakan dengan melakukan
pekerjaan prostitusi.®

Dalam beberapa bulan terakhir PNTL unit Serviso Investigasaun Criminal (SEC) atau Badan
Investigasi Kriminal, kembali melakukan razia terhadap tempat-tempat hiburan malam seperti
diskotek, Bar dan Restoran diduga tempat tersebut dijadikan tempat prostitusi dan peredaran
narkoba.

Komandan Badan Investigasi Kriminal Chief Superintendent, Jose Soares menyatakan bahwa,
razia dilakukan terhadap lebih dari sepuluh Restoran, Bar dan Hotel yang berada di Kota Dili.”
Dalam razia itu PNTL menangkap puluhan wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial.
Mereka beroperasi secara terselubung, berkedok sebagai pemijat atau menemani pengunjung
di tempat-tempat karaoke seperti Bar My Flower dan Monkey Bar.®

Inilah salah satu razia yang dilakukan aparat Polisi Nasional Timor-Leste, di sejumlah tempat
hiburan malam di Ibu Kota Dili. Empat puluh tiga (43) lebih perempuan yang dirazia® ini adalah
para wanita yang sebagian besar berasal dari mancanegara seperti Cina, dan Indonesia.
Mereka ditangkap karena diduga diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada
umumnya wanita ini bekerja di tempat karaoke dan diskotek.

Setelah tertangkap dalam razia, mereka kemudian diperiksa dokumen keimigrasian. Setelah itu
mereka diserahkan ke kantor Imigrasi untuk dideportasi, karena hampir sebagian besar mereka
menyalahgunakan visa turis dalam beberapa bulan terakhir aparat kepolisian memang gencar
menggelar operasi di tempat-tempat hiburan malam, yang diduga menjalankan praktek
prostitusi tersebut.

b. Kejahatan Narkoba

Tidak hanya merazia prostitusi namun PNTL yang bekerjasama dengan pihak Imigrasi juga
melakukan razia terhadap kejahatan terorganisir seperti pengedaran narkoba yang marak
terjadi di Timor-Leste. Dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh PNTL dan pihak Imigrasi
berhasil merazia warga Negara asing yang kedapatan membawa narkoba. Menurut komandan
Badan Investigasi dan Kriminal Chief Superintendent, Jose Soares menyatakan bahwa, dari
tahun 2009 sampai tahun 2010, PNTL berhasil menangkap beberapa orang WNA yang
membawa narkoba dengan berbagai jenis dan mereka yang berhasil dirazia tersebut dikirim ke
pengadilan untuk diproses secara hukum yang berlaku di Timor-Leste."

Sebelumnya juga pihak PNTL berhasil menangkap dua warga negara asing asal Indonesia
yang menjadi tenaga kerja pada salah satu perusahaan di Dili."" Menurut laporan dari Badan
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Investigasi Kriminal Supertendente, Calistro Gonzaga bahwa, kedua warga negara Indonesia
tersebut sebagai pengguna sekaligus pemasok dan pengedar.'?

Prostitusi dan narkoba yang marak terjadi menimbulkan keprihatinan dari para anggota
parlamen. Di antaranya wakil Persiden Parlemen Komisi B, Paul de Fatima prihatin dengan
kejahatan yang selama ini melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Paul Fatima menyatakan
bahwa, WNA yang menggunakan visa turis melakukan aktifitas kejahatan seperti protitusi yang
semakin tumbuh subur di Timor-Leste. lebih jauh Fatima menjelaskan, bagi WNA yang
menggunakan visa turis agar tidak melakukan pekerjaan lain, yang tidak memberikan manfaat
bagi bangsa kita dan secara tidak langsung menjatuhkan martabat bangsa di mata
Internasional.™

Sedangkan Presiden Organisasi Perempuan Parlamen Nasional, ibu Josefa Pereira
menyatakan bahwa, sekarang obat terlarang seperti narkoba telah mendominasi di wilayah
Timor-Leste yang mengancam kehidupan masyarakat lebih-lebih kaum perempuan.*

c. Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan lain yang marak terjadi dan hampir tidak terdeteksi oleh pihak berwajib adalah
pencurian kendaraan bermotor. Melalui pengamatan yang dilakukan oleh FM selama ini bahwa,
aksi pecurian kendaraan bermotor kebanyakan terjadi di wilayah kota Dili dan sekitarnya.
Dalam beberapa tahun belakangan ini telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di beberapa
instansi. Para pencuri tersebut melakukan aksinya di kantor-kontor dan sasarannya adalah
motor bernomor pelat G (governu/pemerintah).

Melalui informasi yang didapatkan oleh petugas penjagaan pos yang tidak mau menyebutkan
identitasnya di Kantor Kementerian Sosial menyatakan bahwa, pada tahun 2009 telah terjadi
empat kali pencurian kendaraan bermotor yang menyebabkan Kementerian Sosial kehilangan
tiga buah motor bermerek Honda Mega Pro dengan berpelat nomor G (governu/pemerintah)
sedangkan satunya milik seorang Kepala Desa dengan merek Honda Win. Kepala Desa waktu
itu sedang mengurus surat di kantor tersebut."

Dua buah motor bermerek Honda Mega Pro dan Honda Vega juga hilang di belakang kantor
EDTL Kaikoli. Motor tersebut hilang kira-kira siang hari, kata Henrique de Araujo salah seorang
pegawai yang bekerj di EDTL." Pada tahun yang sama yaitu tahun 2009 dua Mahasiswa dari
Universitas Nasional Timor Lorosae (UNTL) telah kehilangan dua buah motor, satu diantaranya
bermerek Honda Mega Pro sedangkan yang satunya Motor Kros. Joao Almedia salah seorang
mahasiswa UNTL menjelaskan bahwa, waktu terjadinya pencurian Motor Kros tersebut
pemiliknya sedang mengikuti ujian pendadaran. Joao menjelaskan lagi bahwa, Pada hari itu
Kampus sedang sepi karena mahasiswa sedang berlibur sehingga pencuri tersebut leluasa
melakukan aksinya."’

Pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di kantor Statal dari informasi yang didapatkan oleh
FM dari salah seorang petugas penjaga pos di kantor tersebut menjelaskan bahwa, pada tahun
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kemarin 2009 kantornya telah kehilangan sebuah motor Honda Mega Pro berplat G. Lebih jauh
petugas penjaga pos menjelaskan bahwa, sebelum kejadian ada seorang yang datang ke
Instansi tersebut, lalu berpura-pura masuk kedalam kantor. Setelah beberapa saat la keluar lalu
membawa motor yang berada di sekitar kantor tersebut. Para petuga di pos penjagaan berpikir
bahwa la adalah pemilik dari motor tersebut sebab tindakannya tidak mencurigakan.'®

Pencurian yang sama terjadi pada kantor Sekretaris Negara Urusan Keamanan, salah seorang
penjaga pos menjelaskan, dari tahun 2009 total dua motor Honda Mega Pro yang hilang di
kantor Sek. Keamanan. Satu hilang di tempat parkiran dan satunya lagi hilang ketika salah
seorang pegawai mengantarkan surat kepada kantor Kementerian Ekonomi. Setelah beberapa
saat pegawai tersebut berada di dalam kantor Kementerian Ekonomi untuk menyerahkan surat.
lalu selesai menyerahkan surat la keluar dari kantor tidak menemukan lagi motor yang
dibawahnya. Diduga pencuri tersebut sudah mengikutinya sejak la berangkat dari Sek.
Keamanan.

Sedangkan yang satunya lagi hilang di sekitar kantor Sek. Keamanan, penjaga pos menyatakan
bahwa, ada puluhan motor baru yang belum memiliki plat nomor berada di tempat parkiran.
Lalu ada empat motor Honda Mega Pro yang sedang diparkir di ujung parkiran, sedangkan
pencuri tersebut sudah mentargetkan salah satu dari empat motor yang diparkir di pojokan itu.
Petugas pos menyatakan, tidak ada kecurigaan terhadap pencurian tersebut setelah beberapa
waktu baru mereka mengetahuinya setelah pemilik motor tersebut mencari motornya.*®

Pencurian kendaraan bermotor juga terjadi di kantor DNSEP (Dirasaun Nasional Seguransa
Edefisiu Publiku), petugas yang sedang berjaga di pos tersebut menjelaskan bahwa, beberapa
bulan yang lalu telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di kantornya. Para pencuri tersebut
kemungkinan sudah memantau keadaan di sekitar kantor, karena aksi yang dilkukan mereka
tidak diketahui oleh orang yang berada di sekitar situ.?

Begitu juga pencurian yang terjadi di kantor Kementerian Pendidikan motifnya hampir sama
dengan pencurian yang terjadi di kantor Statal dan Sek. Keamanan. Salah seorang penjaga
yang tidak mau menyebutkan namanya menyatakan bahwa, para pencuri itu datang dengan
berpakaian rapi serta berpura-pura mencari informasi tentang program beasiswa lalu menuju
masuk kedalam kantor.

Setelah beberapa saat la keluar langsung menaiki motor di tempat parkir. Petugas yang
menjaga menjelaskan lagi, kejadian serupa terjadi hingga ke dua kalinya. Mereka mengetahui
cara operasinya setelah pencuri tersebut melakukan aksi yang ketiga kalinya. Ketika la hendak
melakukan aksinya lagi, la tertangkap basah oleh petugas yang sedang berjaga disekitar
kantor.

Sehingga pencuri itu babak belur dihajar warga, setelah itu la diserahkan ke pihak yang
berwajib namun kata petugas itu, lewat beberapa hari la ketemu lagi dengan pencuri tersebut.
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Apakah Dia kabur dari kantor polisi atau la dibiarkan oleh petugas karena mereka berkomplok
untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di kota
Dili.*"

Sedangkan menutur narasumber kedua FM menyatakan bahwa, pencurian kendaran bermotor
ita tidak dilakukan oleh seorang, melainkan sekelompok orang. Kelompok tersebut terdiri dari
lima sampai enam orang yang biasanya menggunakan sebuah mobil Kijang Pick Up yang
berwarna putih untuk melakukan aksinya. Kelompok ini sering melakukan operasinya di tempat-
tempat wisata seperti Pasir Putih, Cristo Rei dan sekitarnya.

Para anggota kelompok ini sebelumnya sudah mempunyai tugas masing-masing yang
didapatkan sebelum melakukan operasi. Tugas-tugas tersebut antara lain: Pertama, mengawasi
gerak gerik sikorban yang telah meningalkan motornya di parkir. Kedua, memantau kondisi
lingkungan sekitarnya. Sedangkan yang ketiga adalah, membonkar kunci kontak atau
mengangkut motor menggunakan mobil lalu membawa kabur.

Setelah melakukan pencurian ada oknum yang bertugas sebagai perantara penjualan baran
kejahatan dan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK palsu serta plat kendaraan,
ada juga yang dipasok kembali ke diler untuk melakukan reparasi lalu dijual kembali di
pasaran.??
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Sumber: Frei Guterres dari hasil penelitian FM (2010).%

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Kendaraan bermotor yang dipasok dari
Diler kepada Pemerintah maupun yang dibeli oleh masyarakat sebagai transportasi untuk
melakukan aktivitas kerja masing-masing. Dalam melakukan aktivitas tersebut pemilik
kendaraan tidak mengawasi kendaraan secara maksimal sehingga terjadi pencurian kendaraan
bermotor yang dilakukan oleh para kelompok yang sudah terorganisir.

Kelompok pencurian kendaraan bermotor tersebut bekerjasama dengan beberapa oknum polisi
maupun oknum anggota pemerintahan LLAJR yang bekerja untuk melakukan pemalsuan
dokumen seperti, memalsukan STNK serta plant nomor kendaraan untuk dapat dijual kembali
ke luar kota dan Diler. Sekitar 40% motor yang dicuri dijual keluar daerah dan sekitarnya,
sedangkan 60%nya dikirim lagi ke sebuah Diler yang saat ini beroperasi di wilayah kota Dili,
untuk melakukan reparasi lalu dijual kembali pada Diler tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kejahatan terorganisir telah merekrut oknum anggota
dan pegawai pemerintah. Dengan demikian akan mengacam sistem pelayaan publik di Timor-
Leste. Dengan keterlibatan oknum-oknum dalam kejahatan terorganisir akan sangat sulit untuk
diberantas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut akan terulang seperti
linkaran setan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor menurut pengamatan yang dilakukan oleh FM, terjadi
penigkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada tiga faktor penyebab utama naiknya
kejahatan pencurian kendaraan terutama di kota besar yaitu. Pertama, bertambahnya jumlah
kendaraan bermotor. Kedua, para pelaku kejahatan pencurian kendaraan tidak pernah dikejar
oleh pihak kepolisian. ketiga, pihak kepolisian lalulintas jarang melakukan operasi atau razia
terhadap kendaraan yang tidak memiliki surat dokumen kendaraan serta kendaraan yang
berdukumen palsu. Sedangkan yang keempat adalah pemilik kendaraan kurang
memperhatikan aspek keamanan atas kendaraan yang dimilikinya.

d. Pencucian Uang

Demikian juga kejahatan pencucian uang (money laundering) merupakan upaya untuk
mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta hasil bermacam bisnis ilegal
seperti prostitusi, penjualan narkoba dan pencurian bahwa, dana yang berputar dan dihasilkan
dalam bisnis ini sangatlah besar. Apalagi prostitusi dan perdagangan narkoba merupakan
sebuah usaha ilegal nomor satu terbesar di dunia, serta hasil korupsi yang sulit diatasi sehingga
seolah-olah menjadi uang atau harta yang sah.?

Pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa, yang menjadi bagian dari kejahatan kerah
putih yang melibatkan aktor-aktor yang punya kekuasaan, punya akses terhadap sarana
perbankan.?® Pada hari selasa tanggal 12 Oktober pukul 14.00 siang, Costumer Service di
Bandara Internasional Nicolao Lobato, menangkap seorang warga negara Indonesia yang
kedapatan membawa masuk uang kesh sebesar 54.800 dolar AS keTimor-Leste.

Pengusaha yang berasal dari Indonesia tersebut membawah uang tidak melalui prosedur yang
jelas, sehingga pihak Costumer Service langsung menangkap dan melakukan investigasi
sebelum menyerahkannya kepada pihak kepolisian Timor-Leste. Pengusaha Indonesia tersebut
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ketika ditangkap la langsung menelepon sala satu pejabat tinggi negara untuk meminta
perlindungan.? Hal tersebut di akui oleh Presiden Parlemen, Fernado Arujo La Sama yang
menyatakan bahwa, hal ini perlu melakukan investigasi mendalam karena menurutnya ada
Menteri yang memberikan perlindungan terhadap pengusaha Indonesia itu.

Kejahatan pencucian unag yang marak tejadi hingga menimbulkan kerisauan di Parlemen,
beberapa waktu lalu Presiden Parlemen komisi C yang membidangi masalah Ekonomi,
Keuagan dan Anti Korupsi, Manuel Tilman menyerukan kepada pemerintah agar melakukan
kontrol atas pengedaran uang ilegal yang akhir-akhir ini marak terjadi. Manuel Tilman
menyampaikan hal itu ketika menghadiri rapat kerja komisi C dengan lembaga terkait meliputi
Bank-bank yang sekarang berada di Timor-Leste.

Lebih jahu Manuel Tilman menyampaikan bahwa, mengenai pencucian uang kemungkinan
besar terjadi karena dengan mudahnya unag keluar masuk di wilaya Timor-Leste, apakah
semua uang tersebut legal atau ada uang yang ilegal?. Hal Ini memerlukan kontrol yang
maksimal oleh pemerintah Timor-Leste.?” Pemerintah wajib mengontrol pengedaran uang dan
transaksi keluar masuknya uang dengan membentuk sebuah Undang-undang tentang
pencucian uang.

Hingga sekarang Timor-Leste belum memiliki Undang-Undang tentang pencucian uang,
sehingga menyebabkan maraknya pencucian uang di Timor-Leste. Di titik inilah, Undang-
undang pencucian uang sangat dibutuhkan. Salah satu alasan paling mendasar UU tersebut,
adalah untuk mencega pencucian uang dan menghindari potensi penyalahgunaan data
transaksi keuangan. Karena itulah, kewenangan menangani kejahatan pencucian uang tidak
boleh dimonopoli oleh institusi tertentu.?®

Saat ini parlamen Nasional Komisi A bersama dengan Komisi C beberapa waktu lalu telah
mengagendakan diskusi tentang tiga UU penting bagi pembagunan ekonomi bangsa untuk
masa depan. UU tentang Bank Sentral, Investasi Pribadi dan pencucian uang,” di antara ketiga
Undang-undang tersebut pencucian uang, yang menjadi poin penting.

Poin tersebut diperkirakan akan menghantui, mengganggu atau bahkan menjadi ancaman bagi
para bisnis narkoba, bisnis prostitusi, pencurian dan jejaringnya yang selama ini menikmati
belum adanya UU pencucian uang.

Artinya, kejahatan bisnis narkoba, bisnis prostitusi dan pencurian memiliki resiko terjadinya
pencucian uang sama halnya dengan kejahatan korupsi, perdagangan senjata, dan terorisme.
Dengan UU tersebut aparat hukum pun dapat menjerat pelaku kejahatan narkoba, prostitusi
dan pencurian dengan sanksi pidana pencucian uang.

Karena dengan adanya UU pencucian uang merupakan instrumen hukum yang tersedia untuk
mengejar harta hasil kejahatan. Termasuk harta hasil kejahatan narkoba, prostitusi dan
pencurian. Transaksi bisnis illegal melalui bank yang dilakukan oleh pelaku bisnis illegal akan
dijadikan fokus penyelidikan.*

Menurut analisa Transaksi Keuangan, pencucian uang didefinisikan sebagai sebuah proses
atau tindakan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dari uang atau

% Syrat Kabar Suara Timor Lorosae, edisi Rabu 20 Oktober 2010.

%’ Timor Post, Edisi Sabtu 16 Oktober 2010.

22 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2010/07/31/585/Revisi-UU-Pencucian-Uang-Sangat-Diperlukan.
Buisness Timor, Edisi XXIV 18-24 Oktober 2010.
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aset yang diperoleh dari pidana yang dilanjutkan dengan merubahnya menjadi aset yang
seolah-olah berasal dari aktivitas bisnis yang legal.

Cara Kerja Pencucian Uang

Bank | @ e \
Placement atau 2/3 No. i
penempatan dalam sistim Rekening |

Keuangan | M. -

- e — Layering/Transefer
Uang hasil I Uang Pecahan ( yering
Kejahatan/ Bisnis |l Kecil L

llegal ' i

Kegiatan Resmi
/Bisnis Legal

]

Dari gambar di atas dapat dijelaskan secara umum proses pencucian uang dapat
dikelompokkan dalam tiga tahap; Tahap pertama adalah Placement merupakan fase
menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan
sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam
sistem keuangan, tahap kedua adalah Layering, adalah proses pemindahan dana dari
beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui
serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau
menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut, sedangkan tahap yang ketiga adalah
Integration di sini uang yang ‘dicuci’ melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam
kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas
kejahatan sebelumnya. Dengan kata lain, uang hasil tindak pidana yang telah melalui tahap

SUMBER: Data dari Internet, Grafik dibuat oleh Fundasaun Mahein (2010).%'

*1 Grafik cara kerja pencucian uang dibuat oleh Fundasaun Mahein, Dili, 27 Oktober 2010.



placement atau /ayering dialihkan ke dalam kegiatan tertentu sehingga tampak seperti tidak
berhubungan dengan tindak pidana asal yang menjadi sumber uang tersebut.*

Pelaku bisnis ilegal bisa menggunakan salah satu dari ketiga tahap di atas atau dapat
menggunakan ketiga-tiganya untuk melakukan pencucian uang. Dana hasil bisnis ilegal dapat
dipecah dan dimasukan pada bank (placement), dan kemudian dapat juga disamarkan
(layering) dengan melakukan perpindahan atau transfer ke berbagai nama dan nomor rekening
ke beberapa bank dan selanjutnya dapat diinvestasikan (integration) kedalam bisnis legal
Dalam proses ini Bank memiliki peran besar untuk memfasilitasi ketiga cara pencucian uang
tersebut.

Perbankan merupakan saluran yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian
uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan
instrumen keuangan. Banklah tempat transaksi yang paling efektif dalam bisnis ilegal
mengingat jaringan bank khususnya bank-bank nasional milik pemerintah maupun Bank
internasional yang beroperasi di Timor-Leste yang memungkinkan transakasi dapat dilakukan
dengan mudah.

Dengan demikian UU pencucian uang yang direncanakan oleh pemerintah mesti memasukan
point penting bahwa, bank wajib menyampaikan laporan kepada pihak berwajib mengenai
transaksi keuangan mencurigakan atau Suspicious Transaction Report (STR).

Dari pengamatan FM bahwa, pencucian uang di wilayah Timor-Leste marak terjadi. Namun FM
tidak dapat memberikan bukti karena sistem perbankan di Timor-Leste sangat tertutup sehingga
membuat FM tidak dapat mengakses terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah di
beberapa Bank yang berada di Dili, Timor-Leste.

Permasalah yang dihadapi

Melalui publikasi di beberapa media masa akhir-akhir ini FM mencatat bahwa di Timor-Leste
banyak masyarakat mengidap ketergantungan narkoba. Timor-Leste tak lagi jadi sekedar transit
perdagangan narkoba, tetapi juga menjadi pasar potensial sekaligus akan menjadi produsen
narkoba di masa depan. Meski upaya merazia kejahatan narkoba dilakukan oleh badan
Investigasi dan Kriminal, kasus-kasusnya justru semakin meningkat.

Di sisi lain meningkatnya bisnis prostitusi yang dilakukan oleh wanita - wanita warganegara
asing, terutama dari daratan Cina, Filipina dan Indonesia yang masuk ke Timor-Leste, ternyata
merupakan jaringan perdagangan wanita internasional yang terorganisir. Mereka dikendalikan
oleh kelompok yang memiliki jaringan luas.

Keberadaan para pekerja seks komersial asing ditempat hiburan malam di Kota Dili, sudah
lama muncul. Mereka ada karena peran sebuah organisasi yang memiliki jaringan luas di
sejumlah negara, yaitu mafia perdagangan wanita. Timor-Leste, memang salah satu sasaran
empuk mafia perdangangan wanita ini karena dengan mudah dapat dijumpai di lokasi-lokasi
hiburan malam.

Dari hasil penyelidikan aparat kepolisian, hampir semua pekerja seks komersial datang ke
Timor-Leste dengan paspor dan visa resmi. Namun mereka kemudian menyalahgunakan visa.
Mereka datang diangkut oleh anggota sindikat perdagangan wanita. Semua keperluannya
termasuk dokumen keimigrasiannya diurus oleh jaringan tersebut. Setelah sampai di Timor-

32 antikorupsi.org/indo/content/view/12542/6/
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Leste, sebagian besar mereka ditampung di sebuah rumah yang sekaligus menjadi tempat
tinggal selama berada di Timor-Leste.

Dampak dari Narkoba dan Prosetitusi

llustrasi di atas tentu sangat memprihatinkan bangsa ini. Kejahatan prosetitusi dapat
menyebarkan Virus HIV/AIDS dalam masyarakat. Dari laporan Church World Service (CWS)
pada tahun 2008, bahwa empat puluh sembilan (49) warga negara Timor-Leste telah terjangkit
virus HIV/AIDS enam orang diantaranya telah meninggal dunia.*® Pada tahun 2010 meningkat
hingga 198 orang yang positif terjangkit Virus HIV/AIDS, 22 orang diantaranya meninggal
dunia.

Menurut data stastistik yang dikeluarkan oleh Konsellu Nasional Luta Hasoru HIV/AIDS
(KNLHS) di Timor-Leste menyatakan, sejak tahun 2003-2010 masyarakat yang positif terjangkit
penyakit HIV/AIDS berjumlah 198, sedangkan 22 orang telah meninggal dunia. Kebanyakan
masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS adalah perempuan, Kepala Staf Nasional HIV/AIDS MS,
Duarte Marcal menjelaskan bahwa, mereka yang tertular penyakit HIV/AIDS 52% dari kalangan
perempuan sedangkan 48% adalah laki-laki.*® Kejahatan narkoba juga jelas mengancam
eksistensi bangsa ini, karena sasarannya adalah kaum muda sebagai penerus bangsa.

Persoalan besar apa yang sesungguhnya terjadi dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan
terorganisir ini? Sejauh mana peran aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan
dalam mengikis pelaku kejahatan terorganisir ini? Bagaimana sanksi hukum benar-benar bisa
diterapkan?

Lemahnya Pengawasan Terhadap Kejahatan Terorganisir

Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan kasus-kasus kejahatan terorganisir oleh
aparat, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya
untuk melakukan kejahatan baik berupa prostitusi, narkoba, pencucian uang maupu pencurian
yang mengakibatkan kerugian negara setiap tahunnya.

Banyaknya warga negara asing yang menggunakan dokumen resmi yang ditangkap di Timor-
Leste baik yang melakukan kejahatan prostitusi maupun penggunaan narkoba serta pencucian
uang menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir relatif belum menunjukkan gejala penurunan.

Di samping belum efektifnya pelaksanaan pengamanan darat laut maupun udara, salah satu
kendala yang dihadapi dalam penanganan kejahatan terorganisir adalah lemahnya sistem
perundang-undangan keimigrasian. Akibatnya upaya-upaya perlakuan hukum terhadap Warga
Negara Asing (WNA) terbentur pada tidak adanya perangkat hukum yang sesuai dengan jenis
pelanggarannya.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada pemerintahan
kedepannya dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kejahatan
terorganisir adalah menurunkan tingkat kejahatan terorganisir agar aktivitas masyarakat dapat
berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kejahatan terorganisir akan
menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan
terorganisir, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik

3 cjitl.org/index.php?option=com...task...
3 Jornal Nacional Deario, Edisi 15 Oktober 2010.
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komunal, mengamankan perbatasan dari gangguan keamanan dan bisnis ilegal merupakan

determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di
Timor-Leste.*

Jalur Kejahatan Terorganisir ke Wilayah Timor-Leste

Jalur atau pintu keluar masuk yang digunakan oleh kelompok tindak kejahatan terorganisir
seperti peredaran narkoba, prostitusi, pencurian dan penyeludupan senjata sebagai berikut:
Peredaran gelap narkoba di wilayah Timor-Leste dilakukan melalui bandara udara (airport)

maupun pelabuhan laut (Seaport) atau tempat bersandarnya kapal-kapal kecil yang keluar
masauk wilayah Timor-Leste.

Jarigan Kerja Penyeludupan Narkoba

'f ___________________ .
i Indonesia |

Denpasar Aceh
Bali
l Kupang Ambon
Atambua Kisar dan
Wetar
® CT T i -
S | : S
o] e ) )
S S
S =
© Batas Darat RI-TL Batas Laut RI-TL ©
- o . . o, =
% Turiskai < Baucau
< Ai Kesak X

% Lospalos
7

% Mota Ain

Dili

Sumber: Frei Guterres dari hasil penelitian FM (2010).%

® http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/1107/
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Dari gambar di atas dapat di jelaskan sebagai berikut: Jalur yang paling ngetrend digunakan
oleh kelompok terorganisir sekarang di Timor-Leste yaitu pengeriman narkoba dari Denpasar-
Bali ke Timor-Leste dengan menggunakan jalur ilega atau jalan tikus di perbatasan Timor-Leste
dengan Indonesia. Sedangkan penyeludupan dengan skala besar setelah jalur darat berikutnya
menggunakan lalu lintas laut dengan memakai kapal nelayan, hingga sekarang.

Dua jalur yang digunakan oleh kejahatan terorganisir antara lain jalur laut dan jalur darat. Yang
petama kelompok ini membangun jaringan kerjanya sebagai berikut: Aceh sebagai salah satu
tempat untuk mengirim narkoba dengan tujuan akhir adalah negara Timor-Leste. Aceh adalah
salah satu propinsi yang menghasil ganja terbesar di Indonesia. Gaja dan obat terlarang lainnya
dikirim dari Aceh menuju Timor-Leste. Dari Aceh sebelum narkoba tersebut diseludupkan ke
wilayah Timor-Leste, lebih dulu transit di Ambon. Dari Ambon kelompok penyeludup
menggunakan kapal nelayan untuk masuk di pulau Wetar dan Kisar untuk menyebrangi
perbatasan laut antara Indonesia dengan Timor-Leste. Kapal-kapal nelayan yang biasanya
digunakan untuk penyeludupan ini semuanya bersandar di pelabuhan kecil di Baucau dan
Lospalos.

Komandan Unit Polisi Maritim Superintendente, Lino da S. Saldaha menjelsaskan bahwa,
bukan hanya kejahataan peyeludupan narkoba yang terjadi di perairaan Timor-Leste. Namun
masih banyak lagi kejahatan lain yang marak terjadi di laut Timor Leste, dikarenakan piha
kepolisian laut belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendeteksi kejahatan yang terjadi
sehingga kejahatan tidak dapat dicegah oleh pihak Unit Maritim.*

Kapal nelayan yang ada di Timor-Leste belum dalam pengawasan pihak Unit Maritim untuk
mengurangi masuknya narkoba melalui kapal-kapal nelayan oleh orang-orang yang ingin
meraup keuntungan dari perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

Menyangkut hal itu Lino Saldanha menjelaskan bahwa, kedepannya kapal-kapal yang
melakukan aktivitasnya di wilayah Timor-Leste musti ditertibkan. Artinya Kapal barang hanya
berfungsi untuk mengangkutan berang-barang, begitu juga Kapal nelayan maupun Kapal
penumpang sehingga memudahkan Unit Maritim untuk melakukan pengawasan maupun
pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang selama ini beroperasi di wilayah Timor-Leste.*®

Sedangkan jalur yang kedua adalah jalur darat, sebelum menggunakan jalur darat barang
haram tersebut dikirim melalui pesawat yaitu dari Dempasar, Bali lalu transit di Kupang. Di
Kupang para pengedar tersebut bekerja sama dengan seorang eks komendan milisi berinisial
Joao (bukan nama sebenarnya), Joao ini memiliki seorang kurir yang mengantarkan narkoba
bernama Aris (bukan nama sebenarnya) lalu di bawa masuk ke wilayah TL. Sebelum dibawa
masuk ke Timor-Leste narkoba itu melewati daerah Atambu. Di Atambua mereka bekerja sama
dengan eks melisi lainnya untuk menyeludupkan narkoba tersebut ke wilayah Timor-Leste
melalui perbatasan Indonesia dan Timor-Leste.

% Grafik Jaringan kerja Pencurian Kendaraan dibuat oleh Fundasaun Mahein, Dili, 15 Oktober 2010.
37 Wawancara dengan Unit Police Marine Commander Superintendente, Lino da S. Saldanha di markas Porto Dili, 04

September 2010.

8 Wawancara dengan Unit Police Marine Commander Superintendente, Lino da S. Saldanha di markas Porto Dili, 04
September 2010.
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Kegiatan penyeludupan dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke wilayah Timor-Leste.
Aktivitas ilegal ini, pada umumnya dilakukan melalui hutan-hutan, jalan setapak dan lokasi-
lokasi tersebunyi di sepanjang tapal batas antara kedua Negara.*

Sedangkan menurut keterangan salah seorang narasumber Fundasaun Mahein (FM) bahwa,
penyeludupan obat-obat terlarang seperti ganja, ekstasi, sabu-sabu, heroin dan sejenisnya
dibawa masuk ke wilayah Timor-Leste melalui daerah Aikesak dan Turiskai, narkoba tersebut
berasal dari Denpasar, Bali sebelum diseludupkan ke Timor-Leste barang haram tersebut
terlebih dahulu transit di NTT.

Narasumber FM menjelaskan lagi bahwa, Restorant Cina yang berinisial A.M. di Bidau
merupakan sentral tempat transaksi narkoba dengan warga negara asing lainnya dan mereka
mempunyai hubungan baik dengan Joni ( bukan nama sebenarnya) yang sebagai pemasok
utama yang tingal di Bali. Joni memiliki sebuah kapal Veri yang digunakan sebagai transport
antara Bali dengan Jawa.

Joni adalah seorang polisi militer yang berasal dari Ambon, la mantan anggota Tentara
Nasional Indonesai (TNI), la dipecat karena banyak melakukan tindakan indisipliner. Joni
memiliki seorang pelaksanan di kupang yang bernama Jonatan ( bukan nama sebenarnya)
yang mempunyai jaringan dengan warga negara Indonesia kelahiran Timor-Leste atau eks
milisi yang berada di NTT yang bertugas sebagai kurir untuk menyeludupkan narkoba.*

Narasumber FM juga menyatakan bahwa, sebelumnya para penyeludup menggunakan lalu
lintas laut untuk menyeludupkan narkoba dengan kapal nelayan, kapal-kapal tersebut secara
umum bersandar di sektor barak Timor-Leste. Mereka merubah cara penyeludupan ini setelah
terjadi kecelakan dengan tengelamnya sebuah perahu ilegal yang menyebabkan tewasnya
seorang wanita di wilayah Batugede.

Lebih jauh narasumber FM menjelaskan bahwa, kemungkinan mereka juga menggunakan jalan
lain namun yang terjadi selama ini penyeludupan lebih banyak dan sering terjadi dengan eskala
yang lebih besar terjadi di Turiskai dan Aikesak.*'

Penyelundupan itu dilakukan tengah malam atau dini hari. Cerita dari mulut ke mulut menyebut,
operasi mereka dikawal sejumlah oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di
perbatasan. Juga melisi eks Timor-Leste. "Meskipun saya tahu ada penyelundupan di
perbatasan, saya tak berani melaporkan. Risikonya, nyawa bisa melayang," tutur seorang
penduduk, yang tak mau disebut jati dirinya. Menurut Rudi (bukan nama sebenarnya),
penjualan itu berlangsung terang-terangan. Apalagi tidak ada petugas PBB ataupun UNIPOL
yang biasanya bertindak tegas.*?

Sedangkan dari narasumber FM juga menjelaskan, senjata ilegal yang selama ini beredar di
wilayah Timor-Leste kebanyakan dipasok dari oknum Indonesia yang bekerjasama dengan
seorang warga negara Timor-Leste yang berinisial R.L. Penyeludupan senjata diperkirakan
terjadi sejak tahun 2006 hingga sekarang di daerah perbatasan antara Suai dan Atambua.*

% Ganewati Wuryandari dkk, Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan
Pengelolaannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal, 216.

40 Percakapan dengan Narasumber Pertama Fundasaun Mahein (FM), Dili, 18 Agustus 2010.

“ Percakapan dengan Narasumber Pertama Fundasaun Mahein (FM), Dili, 18 Agustus 2010.

42 http://groups.yahoo.com/group/ambon/message/6645

43 Percakapan dengan Narasumber Pertama Fundasaun Mahein (FM), Dili, 18 Agustus 2010.

14



Penyeludupan yang terjadi melalui jalan tikus nilainya tidak seberapa dibanding dengan
penyeludupan melalui jalur resmi. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sebelum pintu gerbang
utama dibuka pada jam 09.00 WTL, pada subuh harinya truk-truk berisi sembako (Sembilan
bahan pokok), BBM (bahan bakar minyak) dan peralatan bangunan melintas dari wilayah
Indonesia menuju Timor-Leste, melalui Mota Ain.**

Diduga barang-barang ilegal yang sering kali bebas keluar-masuk dari perbatasan RI-Timor-
Leste Camara Comercio Industria Timor-Leste (CCI-TL) dengan PNTL menahan 11 truk fuzo
yang berplat DH dari NTT-Indonesia pada jumat malam tanggal, 23 September 2010.*° Barang-
barang penyeludupan tersebut bebas masuk karena petugas di perbatasan antara kedua
negara ikut terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal atau diduga sudah menerima suap.*®

Beberapa pengusaha lokal dari Kupang dan Atambua, diduga bekerja sama dengan oknum-
oknum aparat keamanan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, kegiatan
mereka menjadi ‘legal’ dan tidak melangar hukum lintas batas antara negara, karena “hukum?” di
perbatasan ditentukan oleh oknum-oknum tertentu, daripada sebuah sistem kekuasaan yang
legal-rasional menurut aturan hukum internasional.

Penyeludupan seperti ini diduga sering berlangsung di perbatasan Rl dengan Timor-Leste,
namun tidak ada bukti yang kuat untuk membongkar kegiatan ini, karena seolah-olah kegiatan
ini tampak telah melalui jalur-jalur yang “legal”.*’

Berkaitan dengan tertangkapnya sebelas truk fuzo yang membawa barang-barang illegal
Natalino dos Santos anggota Parlemen Nasional dari Fraksi CNRT menyatakan bahwa, dari
kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyeludupan barang secara illegal ini
dikarenakan adanya kospirasi antara pihak-pihak yang bertugas di perbatasan dengan para
pengusahan dari Indonesia untuk menfasilitasi barang-barang illegal masuk ke wilaya Timor-
Leste.

Lebih jauh Natalino meminta kepada kementerian terkait agar melakukan investigasi terhadap
kasus penyelundupan terhadap pihak-pihak yang bertugas di perbatasan seperti, Bea Cukai,
Polisi Imigrasi, serta Polisi Perbatasan.*®

Bahkan ada kendaraan warga yang melintasi kedua negara pada jam kerja, tidak dilakukan
pemeriksaan oleh petugas di pos penjagaan. Naraseumber FM mengunkapkan bahwa, salah
satu pemasok sekaligus pengguna narkoba berinisial T.L. yang biasa menggunakan mobilnya
melintasi batas antara kedua negara Timor-Leste dan Indonesia di Mota Ain tidak dilakukan
pemeriksaan terhadap kendaran yang digunakannya, oleh karena itu la leluasa memasok obat-
obat terlarang kewilayah Timor-Leste.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada keterlibatan oknum yang bertugas di perbatasan kedua
negara yang memberikan perlindungan dan ruang gerak terhadap para mafia untuk melakukan
aktivitas kejahatannya.*

Melawan Kejahatan Terorganisir

4 Ganewati Wuryandari dkk, Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan
Pengelolaannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal:218.

> Timor Post, Edisi Senin, 27 September 2010.

S Timor Post, Edisi Senin, 27 September 2010.

47 Ganewati Wuryandari dkk, Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan
Pengelolaannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal:218-219.

8 TVTL dalam Tele Jornal, Senin, 27 September 2010.

49 Percakapan dengan Narasumber Kedua Fundasaun Mahein, Dili, 01 September 2010.
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Banyak upaya pemerintah dalam melawan perang dengan narkoba tersebut, seperti halnya
yang disampikan oleh Presiden Rebuplik Demokratik Timor-Leste, Jose Ramos Horta yang
mengancam dan tidak kompromi terhadap warga negara asing yang kedapatan membawa
narkoba masuk ke wilayah Timor-Leste dengan tujuan menghancurkan masyarakat Timor-
Leste®, artinya adalah bahwa setiap kasus narkoba hendaknya wajib diselelsaikan sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tidak ada penangguhan penahanan bagi perkara narkoba, dan hal tersebut juga perlu dipahami
oleh segenap personil Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) yang masih berdinas. Ini penting
adanya karena hal tersebut menjadi penilaian tersendiri bagi PNTL dalam hal memerangi
kejahatan narkoba, kejahatan prostitusi, kejahatan pencucian uang serta kejahatan pencurian
kendaraan bermotor. Konsekuensi yang harus dilaksanakan tersebut adalah, bahwa dalam
memerangi narkoba, prostitusi, pencucian uang dan pencurian PNTL tidaklah berperilaku
tebang pilih.

Untuk dapat menciptakan penegakan hukum yang konsisten, maka PNTL harus menjamin
adanya kepastian hukum dan setiap pelanggaran yang berkenaan dengan kejahatan
terorganisir harus ditindak. Dalam hal ini pula, prinsip membebani harus taat dirasakan oleh
para pelaku tindak kejahatan terorganisir. Prinsipnya segera menuntut kinerja PNTL secara
maksimal dalam hal bertindak jika mendapati kasus narkoba, prostitusi, pencucian uang dan
pencuri tidak menunggu maupun mengulur waktu.”*

Karena masyarakat selalu menaruh harapan besar kepada Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL)
dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai
aparat penegak hukum. Apalagi sejak lahirnya PNTL pada tahun 2002 telah dicantumkan dalam
Kostitusi Republik Demokratik Timor-Leste pasal 147 tentang kepolisian dan angkatan
keamanan dalam ayat 2 yang menyatakan bahwa, pencegahan kejahatan waijib dilaksanakan
dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.*

Fungsi institusi kepolisian di manapun adalah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat.”> Upaya yang dilakukan oleh PNTL dalam penanganan ancaman masuknya
narkoba melalui jalur darat seperti jalan setapak, jalur udara seperti Bandar Udara serta jalur
laut. Maka tugas Polisi Perairan dengan meningkatkan peran kapal-kapal Polisi kelautan
termasuk personil penyidik yang memiliki kemampuan di bidang narkoba. Masing-masing kapal
dilengkapi peralatan tes narkoba untuk mendeteksi serta memutus jalur distribusi narkoba, dan
prostitusi.

Upaya ini diharapkan untuk ke depannya Polisi Keimigrasian, Unit Maritim dan Bea Cukai
mampu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai kemungkinan
masuknya narkoba dan prostitusi yang menggunakan jalur laut. Begitu pula untuk penanganan
aktivitas WNA yang melakukan perjalanan ke Timor-Leste melalui darat (perbatasan) maupun
udara (bandara Nicolao Lobato).

Penanganan kejahatan narkoba di wilayah Timor-Leste, mesti didukung oleh sarana penunjang
penyelidikan dan penyidikan tindak pidanan narkoba, kelengkapan Narcotics Test Kit,
perangkat alat sadap, alat deteksi narkoba jenis GT-200, alat deteksi narkoba jenis Vapour

%0 Surat Kabar Jornal Nasional Diario, Edisi Rabu 01 September 2010.

> http://kurhadi-hadi.blog.friendster.com/2007/12/maraknya-kasus-narkoba/

%2 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, 2002, hal: 64.

53 M. Khoidin Sadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal: 69.
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Tracer.®® Sehingga memudahkan pihak Imigrasi, Beacukai, dan PNTL dalam melakukan
pencegahan.

Kesimpulan

Pertama, kejahatan terorganisir yang terjadi di wilayah Timor-Leste sudah menunjukan
peningkatan yang cukup signifikan dan mengkhwatirkan, dimana wilayah Sub-Distrik Laga,
Distrik Baucau, Suai dan Dili sebagai Ibu Kota negara dapat saja menjadi tempat tujuan
perdagangan dan peredaran gelap narkoba, prostitusi dan kejahatan pencurian kendaraan
bermotor serta kejahatan pencucian uang dari beberapa kota di Timor-Leste.

Oleh karenanya perlu suatu tindakan penegakan hukum yang berat hukuman ancaman
maksimal agar membuat pelaku tidak kejahatan terorganisir menjadi jera dan tidak dicontoh
oleh seluruh lapisan masyarakat terutama karena mempunyai dampak buruk baik aspek medis,
kejiwaan, hukum sosial, keamanan dan ketahanan nasional.

Yang kedua, Strategi dalam menghadapi tindak kejahatan terorganisir tidak semata-mata
tanggung jawab pihak Imigrasi, PNTL dan Bea Cukai, apalagi kalau hanya PNTL saja.
Misalnya, pencucian uang justru merupakan kompetensi perbankan, atau trafficking justru
sangat tergantung kemampuan pihak imigrasi, sehingga peran institusi ini harus diperkuat.
Namun, di samping kompentensi spesialisasi sektor perlu ditingkatkan, sinergitas pelibatan
aktor-aktor dari berbagai sektor atau instansi yang terkait harus pula diperkuat.

Oleh karena itu, Kejahatan terorganisir yang terjadi buka hanya permasalahan aparat negara,
tetapi semua elemen bangsa, sehingga dalam penanganannya aparat negara juga tidak bisa
sendiri. Kerjasama nasional yang erat dan intensif atau setidaknya aksi-aksi bersama
pemerintah yang melibatkan berbagai sektor menjadi sebuah keharusan.

Rekomendasi dari Fundasaun Mahein
Rekomendasi FM 1

Polisi Keimigrasian dapat menigkatkan pengawasan dan kontrol terhadap warga negara asing
yang menggunakan visa turis setiap saat agar menghindari penyalagunaan visa.

Rekomendasi FM 2

Pemerintah dan Parlamen Nasional RDTL harus meningkatkan denda bagi warga negara asing
yang melagar aturan keimigrasian harus membayar minimal 10 ribu dolar AS dan dikarentina
selama satu tahun sebelum dideportasi, agar memberikan penjerahan bagi WNA untuk tidak
melakukan lagi pelanggaran.

Rekomendasi FM 3

Peningkatan kerja sama dengan luar negeri terutama dengan negara tetangga terdekat seperti
Indonesia dan Australia dalam upaya pengawasan jalur peredaran gelap narkoba serta
pertukaran informasi.

Rekomendasi FM 4

5 http://www.suarapembaruan.com/News/2006/10/14/Jabotabe/jab06.htm.
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Pemerintah mesti rutin melakukan monitoring terhadap tugas dan kinerja lembaga terkait yang
selama ini menjalankan fugsinya di perbatasan antara negara maupun yang bertugas di
Pelabuhan dan Bandar Udara agar mencegah keterlibatan oknum-oknum dalam kejahatan
terorganisir.

Rekomendasi FM 5

Penanganan ancaman masuknya narkoba melalui jalur darat, laut dan udara dengan
meningkatkan peran petugas termasuk personil penyidik yang memiliki kemampuan di bidang
narkoba dan dilengkapi peralatan tes narkoba untuk mendeteksi serta memutus jalur distribusi
narkoba.

Rekomendasi FM 6

Penggunaan sistem dan metode operasional diarahkan untuk mempersempit ruang gerak
Kejahatan terorganisir seperti peredaran narkoba dengan memutus serta mengungkap jaringan
sindikat pelaku secara sistematis atau sampai ke akar-akarnya.

Rekomendasi FM 7

Gelar pelatihan bersama PNTL yang menangani kejahatan narkoba serta bekerjasama
dengan Pihak Imigrasi, Bea Cukai dan Unit Maritima meliputi pendalaman data-data yang
berkaitan dengan tempat pembuatan, jasa pengeriman dan perdagangan, dan kawasan
pemasaran narkoba.

Rekomendasi FM 8

Diperlukan adanya perjanjian ekstradisi tentang penjahat narkoba. Sampai saat ini Timor-Leste
belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, Australia maupun dengan Negara-
negara lain.

Rekomendasi FM 9

Kepolisian mesti menigkatkan pengejaran terhadap para kelompok pencurian kendaraan agar
mengurangi tinggkat pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di Timor-Leste.

Rekomendasi FM 10

Pihak kepolisian mesti rutin melakukan razia terhadap kendaraan yang tidak memiliki dokumen
asli agar tidak memberikan ruang gerak bagi para pelaku pencurian kendaraan untuk menjual
motor yang telah dicurinya.

Rekomendasi FM 11

Motor yang tidak memiliki dokumen yang sempat dirazia oleh kepolisian lalu lintas untuk
menginformasikan kepada publik yang merasa diri kehilangan motor dapat melakukan korcek di
kepolisian dengan membawa serta dokumen kendaraan asli.

Rekomendasi FM 12
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Rancangan UU pencucian uang yang direncanakan oleh pemerintah mesti mamasukan point
penting bahwa, bank wajib menyampaikan laporan kepada pihak berwajib mengenai transaksi
keuangan mencurigakan.

Rekomendasi FM 13

Pemerintah mesti bekerja sama dengan Bank Internasional maupun Bank nasional yang berada
di Timor-Leste untuk menciptakan sebuah sistem keamanan administrasi perbankan, untuk
tidak memberikan peluang bagi kejahatan terorganisir untuk melakukan pencucian uang.

Rekomendasi FM 14

Pemerintah harus melakukan investigasi menadalam, melakukan audit terhadap perusahaan
nasional dan internasional yang beroperasi di Timor-Leste yang berpotensi terlibat dalam
perdagangan manusia, bisnis illegal serta kejahatan lain yang diuraikan di atas. Mengikuti para
tenaga kerja internasional yang keluar masuk wilaya Timor-Leste, agar meninjau kembali
aktifitas dan latar belakang atau sejarah organisasinya.

Rekomendasi FM 15

Pemerintah perlu membentuk sebuah sistem keamanan bersama di perbatasan Timor-Leste
dengan Indonesia, dalam merealisasikannya tidak hanya melibatkan para petugas di
perbatasan antara kedua negara namun para pimpinan daerah yang tinggal di lintas batas pun
ikut terlibat dalam sistem keamanan bersama. Sistem ini dapat membagi dan mentransfer data
tentang mereka yang terlibat dalam kejahatan terorganisir serta melakukan operasinya di
Timor-Leste maupun di Indonesia. Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui pemimpin
masyarakat dan petugas perbatasan yang terlibat dalam keamanan bersama dan tidak hanya
membeir suport maksimal dengan gaiji yang pas, tetapi harus menciptakan sebuah mekanisme
monitor yang baik. Dengan memonitor mereka akan mencegah kelompok kejahatan
terorganisir.

Rekomendasi FM 16

Pemerintah Timor-Leste mesti melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang menggunakan
Border Pass atau pasport untuk dapat mengetahui dokumen agar menghindari pemalsuan
dokumen oleh kejahatan terorganisir untuk keluar masuk ke wilayah Timor-Leste.
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